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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Anak adalah  amanah sekaligus karunia Tuhan Yang 

Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya 

melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang 

harus di junjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari 

hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 

1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-

Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak 

adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, 

sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, 

dan berkembang, berpartisipasi serta beberhak atas perlindungan 

dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan 

kebebasan. 

Meskipun Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 

tentang Hak Asasi Manusia telah mencantumkan tentang hak 

anak, pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, 

keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara untuk memberikan 
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perlindungan pada anak masih memerlukan suatu undang-undang 

mengenai perlindungan anak sebagai landasan yuridis bagi 

pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab tersebut. Dengan 

demikian, pembentukan undang-undang ini didasarkan pada 

pertimbangan bahwa perlindungan anak dalam segala aspeknya 

merupakan bagian dari kegiatan pembangunan nasional, 

khususnya dalam memajukan kehidupan berbangsa dan 

bernegara.
1

 Sebagai implementasi dari ratifikasi tersebut, 

Pemerintah mengesahkan undang-undang Nomor 23 tahun 2002 

tentang Perlindungan Anak, yang kemudian dilakukan perubahan 

terhadap beberapa ketentuannya menjadi UU Nomor 35 tahun 

2014 tentang perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang 

perlindungan anak.
2
  

Perlindungan terhadap hak anak sudah diatur dalam 

undang-undang perlindungan anak.  Akan tetapi jika kita melihat 

kondisi dan kenyataan yang ada di depan kita masih banyak anak 

yang belum mendapat hak dan perlindungan yang tepat. Marak 

                                                             
1
 UU. RI No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi Tahun 2009 di 

Lengkapi UU. Perfilman, Perlindungan Anak, Penyiaran dan Pers, (Jakarta: 

CV. Tamita Utama, 2009) 
2
Undang-undang Perlindungan Anak, (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 

2016), h. 45 
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nya kejahatan, kekerasan dan diskriminasi yang dilakukan oleh 

orang dewasa terhadap anak ini menandakan masih minimnya 

perlindungan yang dilakukan terhadap anak. Negara dan 

pemerintah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan 

kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban 

orang tua, wali, atau orang lain secara hukum bertanggung jawab 

terhadap anak. Negara dan pemerintah mengawasi 

penyelenggaraan perlindungan anak. Negara dan pemerintah  

menjamin anak untuk mempergunakan hak nya dalam 

menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat 

kecerdasan anak.
3
 

Kepekaan akan rasa keadilan dan sikap perduli terhadap 

generasi penerus suatu bangsa, hendaknya diukur pula dari 

perhatian mereka terhadap usaha-usaha perlindungan hak-hak 

anak bermasalah. Berbicara mengenai hak-hak anak bermasalah, 

orang sering mengkaitkannya dengan masalah-masalah perilaku 

anak yang dalam kadar tertentu berbentuk perilaku menyimpang 

dan atau perilaku-perilaku yang menjurus pada tindakan kriminal. 

                                                             
3
Ahmad Kamil, Dkk, Hukum Perlindungan Dan Pengangkatan Anak 

Di Indonesia, (Jakarta: PT. RajaGrapindo, 2008), h. 72 
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Pembicaraan ini biasanya lalu membawa orang pada 

permasalahan pemahaman mengenai bentuk-bentuk perilaku 

menyimpang atau perilaku kriminal dikalangan anak, beserta latar 

belakangnya, termasuk usaha-usaha penanggulangannya 

perilaku-perilaku tersebut dalam masyarakat. Pembicaraan diatas 

perlu dilakukan mengingat bahwa pengaturan hak-hak anak, 

kewajiban pemerintah, instansi penegak hukum dan masyarakt 

akan bermanfaat sebagai indikator dalam melihat dan 

mengevaluasi bagaimana ketentuan-ketentuan tersebut di 

wujudkan dalam mengatasi gejala perilaku menyimpang dan 

tindakan kriminal kalangan anak.
4
 

Salah satu masalah sosial yang membutuhkan pemecahan 

segera adalah perkembangan jumlah anak jalanan yang 

belakangan ini makin mencemaskan. Di berbagai kota besar, 

nyaris di setiap perempatan atau lampu merah dengan mudah 

disaksikan jumlah anak jalanan terus tumbuh dan berkembang, 

meski sebenarnya sudah cukup banyak upaya dilakukan, baik 

                                                             
4
Maidin Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak: dalam Sistem 

Peradilan Pidana Anak di Indonesia,(Bandung: PT. Refika Aditama, 2008), 

Cetakan Kesatu, h. 56. 
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oleh pemerintah maupun LSM, untuk mengurangi jumlah anak 

yang hidup di jalanan.
5
 

Keberadaan anak-anak jalanan tampaknya telah jadi 

fenomena di kota-kota besar indonesia. Fenomena ini, selain 

dampak dari derasnya arus urbanisasi dan perkembangan 

lingkungan perkotaan yang menawarkan mimpi pada masyarakat 

terutama masyarakat miskin atau ekonomi lemah, juga di picu 

oleh krisis ekonomi yang menjadikan jumlah anak jalanan 

melonjak drastis.
6
 

Fenomena sosial anak jalanan terutama terlihat nyata di 

kota-kota besar terutama setelah di picu krisis ekonomi di 

Indonesia sejak lima tahun terakhir. Hasil kajian Departemen 

Sosial tahun 1998 di 12 kota besar melaporkan bahwa jumlah 

anak jalanan sebanyak 39.861 orang dan sekitar 48% merupakan 

anak-anak yang baru turun ke jalanan sejak tahun 1998. Secara 

nasional di perkirakan terdapat sebanyak 60.000 sampai 75.000 

anak jalanan. Depsos mencatat bahwa 60% anak jalanan telah 

                                                             
5
Bagong Suyanto, Masalah Sosial Anak, (Jakarta: Kencana Perdana 

Media Grup, 2010), h.184  
6

Abu Huraerah, Kekerasan Terhadap Anak, (Bandung: Nuansa 

Cendekia, 2018), Cetakan Kesatu, h. 89.  
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putus sekolah (drop out) dan 80% masih ada hubungan dengan 

keluarganya, serta sebanyak 18% adalah anak perempuan yang 

beresiko tinggi terhadap kekerasan seksual, perkosaan, kehamilan 

di luar nikah dan terinfeksi Penyakit Menular Seksual (PMS) 

serta HIV/AIDS. Berbagai pelanggaran terhadap hak-hak anak 

yang masih sering terjadi, tercermin dari masih adanya anak-anak 

mengalami abouse, kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi.
7
 

Perlindungan anak merupakan upaya penting dan segera 

harus dilakukan. Tidak ada kata yang tepat selain mengatakan 

bahwa perlindungan anak adalah hal terpenting dalam 

membangun investasi terbesar peradaban suatu bangsa. Mengapa 

tidak?  Sebab apabila fenomena berbagai bentuk kekerasan terus 

menimpa kaum anak, bukan tidak mungkin katika mereka 

mencapai usia dewasa, mereka akan menjadi penyumbang 

terbesar kejahatan di sebuah negara. Sebaliknya, jika sedari muda 

mereka mendapatkan kasih sayang dan perlakuan yang benar, 

maka paling tidak cengkeraman patologis dan psiko-sosial tidak 

                                                             
7
Muladi, Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep dan Implikasinya 

dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat, (Bandung: PT. Refika Aditama, 

2009), Cetakan Ketiga, h. 234. 
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begitu kuat memengaruhi mereka untuk berbuat jahat. Inilah yang 

disebut dengan children in need of special protection, anak 

rawan, yakni anak yang berada dalam iklim marginal yang sangat 

rentan diperlakukan salah. Atau, meminjam pernyataan Maman 

Natawijaya, sebuah kondisi yang sarat dengan muatan kekerasan 

atas nama pemuja kapitalisme orang dewasa.
8
 Perlindungan anak 

semestinya tetap berpedoman pada upaya yang holistik 

menjadikan anak sebagai manusia yang patut mendapat perhatian 

yang baik. Dalam konteks ini, Abdul Hakim Garuda Nusantara, 

mantan Ketua Komnas HAM RI, mengatakan bahwa, masalahnya 

tidak semata-mata bias didekati secara juridis, tetapi perlu 

pendekatan yang lebih luas, yaitu ekonimi, sosial dan budaya. 

Sejalan dengan itu Shanti Dellyana mengatakan bahwa 

perlindungan anak merupakan satu usaha yang mengadakan 

kondisi di mana setiap anak dapat melaksanakan hak dan 

kewajibannya.
9
  

                                                             
8
Majda El Muhtaj, Dimensi-Dimensi HAM Menmgurai Hak Ekonomi, 

Sosial, Dan Budaya, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013) Cetakan Ketiga, h. 231. 
9
Majda El Muhtaj, Dimensi-Dimensi HAM,…, h. 228. 
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Di dasarkan latar belakang masalah seperti dijelaskan 

diatas serta berbagai fenomena anak jalanan yang masih marak 

diperkotaan khususnya kota serang, Maka perlu dilakukan 

penelitian secara mendalam. Oleh karena itu penulis memilih 

judul: Penerapan UU No. 35 Tahun 2014 Pasal 59 Huruf M 

tentang Perlindungan Anak terhadap Anak Jalanan di Kota 

Serang (Studi asus anak jalanan di kota serang). 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang dan fokus penelitian di atas, 

maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana penerapan pasal 59 huruf M UU No. 35 tahun 

2014 tentang perlindungan anak  terhadap anak jalanan di 

kota serang? 

2. Faktor apa yang menjadi pendukung dan penghambat 

penerapan pasal 59 huruf M UU No.35 tahun 2014 

tentang perlindungan anak terhadap anak jalanan di kota 

serang? 
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C. Fokus Penelitian    

 Untuk lebih terarahnya pokok permasalahan dan 

mengingat banyaknya pasal yang terdapat dalam  UU No. 35 

Tahun 2014 tentang perlindungan anak maka penulis 

memfokuskan permasalahan pada Penerapan  Pasal 59 Huruf M 

UU No.35 tahun 2014 tentang perlindungan anak terhadap anak 

jalanan di kota serang. 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang  ingin di capai dari penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan pasal 59 UU No. 

35 tahun 2014 tentang perlindungan anak  terhadap anak 

jalanan di kota serang. 

2. Untuk mengetahui faktor apa saja yang menjadi 

pendukung dan penghambat penerapan pasal 59 UU 

No.35 tahun 2014 tentang perlindungan anak terhadap 

anak jalanan di kota serang. 
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E.  Manfaat atau Signifikan Penelitian  

 Dari hasil penulisan ini, diharapkan dapat memberikan 

gambaran yang jelas dan bermanfaat baik secara teoritis maupun 

secara praktis. 

 Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menjadi 

acuan untuk penelitian selanjutnya, dan mampu memberikan 

pemahaman yang jelas terkait tentang perlindungan anak  

berdasarkan UU No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak 

terhadap anak jalanan. 

 Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan informasi dan konstribusi yang jelas kepada 

masyarakat dan pemerintah terkait tentang perlindungan, hak-hak 

anak, khususnya anak jalanan di kota serang. 

F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan 

 Untuk menghindari kesamaan dalam penelitian ini, 

penulis melakukan penelusuran terhadap penelitian terdahulu 

yang berkaitan dengan penelitian ini di beberapa sumber yang 

penulis temukan, penelitian tersebut adalah : 

1. Nama  : Dastina 

NIM  : 10500113285 
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Universitas :Uin Alauddin Makassar 

Judul Skripsi :Implementasi Undang-Undang Nomor 35 

Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak 

Terhadap Kekerasan Anak Di Lingkungan 

Sekolah  

Tahun  : 2017 

Hasil Penelitian 

Metode penelitian dalam skripsi ini menggunakan 

jenis penelitian lapangan (field research), dengan sumber 

data primer dan data skunder, dengan metode 

pengumpulan data observasi, kusioner, wawancara, dan 

kemudian dianalisis secara kuantitatif. 

Dalam skripsi ini menyimpulkan bahwa peran 

hukum terhadap Perlindungan anak di lingkungan sekolah 

sesuai pasal 54 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 

sudah diterapkan disetiap sekolah SDN se-kelurahan 

Lagnga namun kekerasan di Sekolah masih terjadi baik 

psikis maupun fisik baik antar siswa maupun dari tenaga 

kependidikan. Sebagian dari tenaga kependidikan selaku 

salah satu pemberi perlindungan juga menjadi pelaku 
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kekerasan terhadap anak dengan tetap memberikan 

hukuman ringan (kekerasan fisik) kepada anak yang 

berulangkali melakukan kekerasan dengan alasan untuk 

memberikan efek jera pada anak. Kekerasan ini tidak 

dapat di kategorikan sebagai kekerasan di lingkungan 

sekolah karena kekerasan yang dilakukan guru atau 

tenaga dilakukan dengan alasan sebagai salah satu cara 

agar anak dapat dididik untuk menjadi patuh dan tidak 

melakukan kekerasan yang sama berulang kali. Dan 

kekerasan antar siswa juga masih terjadi baik fisik 

maupun psikis karena dari dimensi psikologis dan 

kepribadian itu sendiri. Kekerasan yang sering terjadi di 

lingkungan sekolah adalah kekerasan psikis antar siswa. 

Adapun faktor-faktor yang mendukung implementasi 

perlindungan anak di lingkungan sekolah yaitu dengan 

menerapkan sekolah tanpa kekerasan, Pelajaran 

pendidikan agama yang menganjurkan berperilaku lemah, 

lembut, pencegahan dengan melakukan penanaman 

karakter baik siswa maupun tenaga kependidikan. 

2. Nama  :Didi Kurniawan 
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NIM  : 09340072 

Universitas : Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta 

Judul : Praktek Perlindungan Anak Jalanan 

Menurut Peraturan Daerah Provinsi Daerah 

Istimewa Yogyakarta Nomer 6 Tahun 2011 

(Studi Kasus Anak Jalanan Kota 

Yogyakarta) 

Tahun  : 2016 

Hasil Penelitian 

Metode penelitian skripsi ini menggunakan jenis 

penelitian lapangan (field research) dengan sifat penelitian 

menggunakan deskriftif analitik, dan sumber data yang di 

gunakan yaitu data primer, data skunder, data tersier dan 

kemudian di analisis secara kualitatif. 

Upaya Pemerintah kota Yogyakarta dalam 

menangani anak jalanan tidak melupakan bahwasanya 

terdapat hak asasi manusia dan hak anak di dalamnya. 

Maka dari itu Pemerintah Kota Yogyakarta mencoba 

memenuhi hak-hak tersebut, adapum upaya-upaya yang 

dilakukan Pemerintah Kota Yogyakarta dalam 
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penanganan anak jalan melalui upaya pencegahan, upaya 

penjangkauan, upaya pemenuhan hak dan upaya 

reintegrasi social sudah sesuai namun belum sepenuhnya 

menyadarkan masyarakat dalam menyikapi masalah anak 

jalanan ini. 

3. Nama  : Mohammad Wafiq Hasbi 

NIM  : 12350095 

Universitas : Uin Sunan Kali Jaga Yogyakarta 

Judul :Tinjauan Hukum Islam Terhadap 

Perkosaan Anak Dalam Undang -Undang   

no 35 tahun 2014 tentang perlindungan 

anak (UUPA) 

Tahun  : 2016 

 

 

Hasil Penelitian  

Metode penelitian skripsi ini menggunakan jenis 

penelitian lapangan (field research) dengan sifat penelitian 

menggunakan deskriftif analitik, dan sumber data yang di 

gunakan yaitu data primer, data skunder, dengan 
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pendekatan yudisi normative, kemudian di analisis secara 

deduktif dan induktif. 

Dari hasil penelitian skripsi ini menyimpulkan 

bahwa perlindungan hak bagi anak yang menjadi korban 

perkosaan dalam undang-undang perlindungan anak yaitu 

edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan 

nilai kesusilaan, rehabilitas sosial, pendampingan 

psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan, 

pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap 

tingkat pemeriksaan mulsi dari penyidikan, penuntutan, 

sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan telah 

sesuai dengan hukum Islam, karena sudah sesuai dengan 

prinsip maqasid asy-syari’yah yaitu adanya prlindungan 

terhadap jiwa (nafs) dan keturunan (nasl). Dari kedua 

unsur perlindungan yang diberikan kepada anak, semata 

untuk menghilangkan atau meminimalisir angka kejahatan 

seksual atau perkosaan yang terjadi pada anak di 

Indonesia, untuk melindungi generasi penerus bangsa itu 

sendiri. 
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Dari skripsi yang telah diuraikan diatas, penulis 

berpendapat bahwa skripsi yang ditulis ini berbeda dengan skripsi 

di atas. Jika skripsi pertama memfokuskan pasal 54 UU No.35 

Tahun 2014 tentang perlindungan anak terhadap kekerasan anak 

di lingkungan sekolah dasar, kemudian skripsi kedua 

memfokuskan kepada penerapan dengan peraturan daerah di 

Yogyakarta No. 6 Tahun 2011 tentang perlindungan anakyang 

hidup di jalanan, skripsi ketiga memfokuskan kepada bagaimana 

perlindungan hak bagi anak yang menjadi korban perkosaan 

dalam undang-undang perlindungan anak dan di tinjau dari 

hukum Islam. Sedangkan dalam penelitian ini penulis 

memfokuskan permasalahan terhadap analisis UU No. 35 Tahun 

2014 tentang perlindungan anak di pasal 59 huruf m. 

 

G.  Kerangka Pemikiran  

 Pembicaraan tentang anak dan perlindungannya tidak 

akan pernah berhenti sepanjang sejarah kehidupan, karena anak 

adalah generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, yaitu 

generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksanaan 

pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa 
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depan suatu negara, tidak terkecuali Indonesia.
10

 Anak 

merupakan perwujudan manusia yang hadir di dunia, dengan 

tubuh yang mungil dan fisik yang lemah serta ketiadaan 

pengetahuan dan pengalaman,
11

 bahkan anak dianggap sebagai 

harta kekayaan yang paling berharga di bandingkan kekayaan 

benda lainnya. Anak sebagai amanah allah harus senantiasa 

dijaga dilindungi.
12

 

 Anak mempunyai hak yang bersifat asasi, sama halnya 

dengan orang dewasa. Isu tentang hak-hak anak akhir-akhir ini 

terjadi sangat fenomenal, mulai dari penculikan, perdagangan, 

hingga eksploitasi anak secara ekonomi dan seksual. Upaya 

melindungi hak-hak anak dilanggar oleh orang dewasa, negara 

atau bahkan oleh orang tuanya sendiri yang tidak begitu menaruh 

perhatian terhadap kepentingan masa depan anak. Padahal anak 

merupakan dambaan masa depan, aset keluarga, agama, bahkan 

masa depan bangsa. Oleh karenanya, anak wajib diperlukan hak-

haknya sebagai seorang calon manusia yang akan memimpin 

                                                             
10

Nashriana, Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia, 

(Depok: Pt Raja Grapindo Persada, 2012), Cetakan kedua, h.1. 
11

H.M.A.Djazimi, Dkk. Hak-Hak Anak Menurut Sunnah Nabi SAW 

(Serang-Banten: LP2M IAIN SMH BANTEN, 2015), Cetakan kesatu, h.3. 
12

Syamsu, Dkk, Hukum Pengangkatan Anak Persepektif Islam, 

(Jakarta:Kencana Prenada Media Grup, 2008), Cetakan kesatu, h.1. 



 18 

negara dan bangsa. Hindari dan jauhkan perlakuan yang tidak 

semestinya, seperti kekerasan terhadap anak, eksploitasi ekonomi 

dan seks, diterlantarkan menjadi anak jalanan dan sebagainya.
13

 

Dengan dibuatnya undang-undang yang mengatur 

perlindungan terhadap anak diharapkan nantinya kekerasan 

terhadap anak akan terhenti atau paling tidak berkurang. Jika 

melihat kenyataan dan kondisi seperti yang ada sekarang ini 

maka sosialisasi terhadap undang-undang ini sangat perlu 

dilakukan terhadap masyarakaat luas.
14

 Bismar Siregar 

mengatakan masalah perlindungan hukum bagi anak-anak 

merupakan salah satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-

anak Indonesia. Masalahnya tidak semata-mata bisa di dekati 

secara yuridis, tetapi perlu pendekatan yang lebih luas, yaitu 

ekonomi, sosial, dan budaya.
15

 

Masalah anak jalanan tidak dapat dilepaskan dari: 

pertama, masih berlangsungnya “kemiskinan struktural di dalam 

masyarakat kita”, kedua, semakin terbatasnya tempat bermain 

                                                             
13

Suharsil, Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan, 

(Depok: Rajawali Pers, 2016), h. 33. 
14

Kasina Ahmad, Perlindungan anak dan pengasuhan anak usia dini, 

(Jakarta: Departemen Pendidikan Nasioal, 2005) h.277. 
15

Maidin Gultom, Perlindungan Hukum Anak,...,h. 53. 
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anak karena pembangunan yang semakin tidak 

mempertimbangkan kepentingan dan perlindungan anak, ketiga, 

semakin meningkatnya gejala ekonomi, upah, dan terbukanya 

peluang bagi anak untuk mencari uang dari jalanan, keempat, 

keberadaan anak jalanan tersebut telah dirasakan oleh sementara 

masyarakat sebagai suatu bentuk gangguan. Permasalahan ini 

juga sangat memprihatinkan kita karena pemandangannya adalah 

anak yang masih sangat membutuhkan perlindungan sosial guna 

tumbuh kembangnya secara wajar.
16

 

Kedudukan anak sebagai generasi muda yang akan 

meneruskan cita-cita bangsa, calon-calon memimpin bangsa yang 

akan mendatang dan sebagai sumber harapan bagi generasi 

terdahulu, perlu mendapatkan kesempatan seluas-luasnya untuk 

tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, 

jasmani dan sosial. Perlindungan anak merupakan usaha dan 

kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan 

dan peranan, yang menyadari betul pentingnya anak bagi nusa 

dan bangsa di kemudian hari. Jika mereka telah matang 

                                                             
16

Abu Huraehah, Kekerasan Terhadap Anak, ..., h. 89.  
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pertumbuhan fisik maupun mental dan sosialnya, maka tiba 

saatnya menggantikan generasi terdahulu. 

Kedudukan anak sebagai generasi muda yang akan 

meneruskan cita-cita luhur bangsa, calon-calon pemimpin bangsa 

di masa mendatang dan sebagai sumber harapan bagi generasi 

terdahulu, perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk 

tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, 

jasmani dan social. Perlindungan anak merupakan usaha dan 

kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan 

dan peranan, yang menyadari betul pentingnya anak bagi nusa 

dan bangsa di kemudian hari.Jika mereka telah matang 

pertumbuhan fisik maupun mental dan sosialnya, maka tiba 

saatnya menggantikan generasi terdahulu.  

Melindungi hak-hak anak allah SWT menegaskan dalam  al-

Quran: 

هٌْبَ بٌَيِ آدَمَ وَحَوَلٌْبَهنُْ فيِ الْبرَِّ وَالْبحَْرِ وَرَزَلٌْبَهنُْ  وَلمَدَْ كَرَّ

يْ خَلمٌَْبَ تفَْضِيلً  لٌْبَهنُْ عَلىَٰ كَثيِرٍ هِوَّ  هِيَ الطَّيِّببَتِ وَفضََّ

“ Dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam, kami 

angkat mereka di daratan dan di lautan (untuk memperoleh 

penghidupan), kami beri mereka rizki dari yang baik-baik dan 
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kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas 

kekayaan makhluk yang telah kami ciptakan. (Q.S Al-Isra:70). 

 

Dalam ayat ini Allah Swt tidak membeda-bedakan antara 

manusia dewasa, anak-anak, bayi maupun cabang bayi, semuanya 

memiliki posisi yang mulia dan dimuliakan oleh Allah Swt. 

Sehingga perbedaan yang terjadi diantara mereka hanyalah soal 

fisik, kemampuan akal, dan siklus kehidupan dimana hal itu tidak 

menyebabkan lunturnya kemuliaan di hadapan Allah Swt. 

Masing-masing dari mereka memiliki hak dan kewajiban untuk 

sama-sama memakmurkan bumi menjaga keseimbangan alam 

dan beramal shaleh untuk menuju ketakwaan kepada allah swt. 

Semua hak dan kewajiban tersebut dilindungi dalam ajaran Islam 

secara mutlak.Inti dari syariat Islam (al-maqasdid asy-syar’iyyah) 

adalah menjaga, melindungi dan mendayagunakan semua potensi 

yang dimiliki manusia, demi terciptanya kehidupan yang 

harminis, sejahtera dan berkeadilan
17

 

 Adapun ayat Al-Qur’an mengenai hak anak untuk berhak 

hidup, Allah SWT berfirman: 

                                                             
17

H.M.A.Djazimi, Dkk.Hak-Hak Anak Menurut Sunnah Nabi 

SAW....,h. 6. 



 22 

مَ رَبُّكُنْ عَليَْكُنْ ألَا تشُْرِكُىا بهِِ شَيْئبً  للُْ تعََبلىَْا أتَْلُ هَب حَرَّ

إهِْلقٍ ًحَْيُ وَببِلْىَالدَِيْيِ إحِْسَبًبً وَلا تمَْتلُىُا أوَْلادَكُنْ هِيْ 

ٌْهبَ وَهَب  ًرَْزُلكُُنْ وَإيَِّبهنُْ وَلا تمَْرَبىُا الْفىََاحِشَ هَب ظهَرََ هِ

بكُنْ  ُ إلِا ببِلْحَكِّ ذَلكُِنْ وَصَّ مَ اللََّّ بطَيََ وَلا تمَْتلُىُا الٌَّفْسَ الَّتيِ حَرَّ

 بهِِ لعََلَّكُنْ تعَْملِىُىَ 
 

"Marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh 

Tuhanmu, yaitu: janganlah kamu mempersekutukan sesuatu 

dengan Dia, berbuat baiklah terhadap kedua orang ibu bapa, dan 

janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut 

kemiskinan. Kami akan memberi rezeki kepadamu dan kepada 

mereka; dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan 

yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang 

tersembunyi, dan janganlah kamu membunuhjiwa yang 

diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu 

(sebab) yang benar". Demikian itu yang diperintahkan oleh 

Tuhanmu kepadamu supaya kamu memahami (nya). (Q.S Al-

An’am:151).
18

 

 
 

Dalam pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, 

ditentukan bahwa: “Anak berhak atas pemeliharaan dan 

perlindungan baik semasa kandungan maupun sesudah 

dilahirkan. Anak berhak atas perlindungan-perlindungan 

lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat 

pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar”. Kedua ayat 

                                                             
18

Syaikh Abdullah Al Faqih, Ayat-ayat Qur’ani Tentang Hak-Hak 

Anak, di akses dari https://muslimah.or.id/4302-ayat-ayat-qurani-tentang-hak-

hak-anak.html, 14 November 2018  

https://muslimah.or.id/4302-ayat-ayat-qurani-tentang-hak-hak-anak.html
https://muslimah.or.id/4302-ayat-ayat-qurani-tentang-hak-hak-anak.html
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tersebut memberikan dasar pemikiran bahwa perlindungan anak 

bermaksud untuk mengupayakan perlakuan yang benar dan adil, 

untuk mencapai kesejahteraan anak.
19

 

 Perlindungan hukum terhadap hak-hak anak juga di atur 

dalam pasal Undang-Undang  Nomor 35 tahun 2014 perubahan 

atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang 

Perlindungan Anak. Dalam Pasal 1 ayat (2) disebutkan bahwa 

Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan 

melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, 

berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan 

harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan 

dari kekerasan dan diskriminasi.
20

 

Orang tua,  keluarga, dan masyarakat bertanggung jawab 

untuk menjaga dan memelihara hak asasi tersebut sesuai dengan 

kewajiban yang dibebankan oleh hukum. Demikian pula dalam 

rangka penyelenggaraan perlindungan anak, negara dan 

pemerintah bertanggung jawab menyediakan fasilitas dan 

                                                             
19

Nashriana, Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di 

Indonesia,…., h1 
20

Pasal 1 ayat (2) Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak 
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aksesibilitas bagi anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan 

dan perkembangannya secara optimal dan terarah.  

Undang-Undang ini menegaskan bahwa pertanggung 

jawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara 

merupakan rangkaian kegiatan yang di laksanakan secara terus-

menerus demi terlindungnya hak-hak anak. Rangkaian kegiatan 

tersebut harus berkelanjutan dan terarah guna menjamiin 

pertumbuhan dan perkembangan anak baik fisik, mental, spiritual 

maupun sosial.  

Tindakan ini dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan 

terbaik bagi anak yang diharapkan sebagai penerus bangsa yang 

potensial, tangguh, memiliki nasionalisme yang dijiwai oleh 

akhlak mulia dan nilai pancasila, serta berkemauan keras menjaga 

kesatuan dan persatuan bangsa dan negara. Upaya perlindungan 

anak perlu di laksanakan sedini mungkin, yakni sejak dari janin 

dalam kandungan sampai anak berumur 18 tahun. Bertitik tolak 

dari konsepsi perlindungan anak berdasarkan asas-asasnya 

seperti: a. Nondiskriminasi b. Kepentingan yang terbaik bagi 

anak c. Hak untuk hidup d. Penghargaan terhadap pendapat anak. 
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Dalam  melakukan pembinaan, pengembangan dan  perlindungan 

anak, perlu peran masyarakat, baik melalui lembaga perlindungan 

anak, lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, 

organisasi masyarakat, organisasi sosial, dunia usaha, media 

massa, atau lembaga pendidikan.
21

 

 

H. Metode Penelitian 

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

 Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini 

adalah metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif 

didefinisikan sebagai penelitian yang bermaksud memahami 

fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian 

misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain 

secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata 

dan bahasa pada suatu konteks khusus alamiah serta dengan 

memanfaatkan berbagai metode alamiah.
22

  

                                                             
21

Mohammad Taufik Makarao, Hukum Perlindungan Anak Dan 

Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Jakarta, PT: Rineka Cipta, 

2013) h. 105 
22

Tohirin, Metode Penelitian Kualitatif Dalam Pendidikan Dan 

Bimbingan Konseling, (Depok: Pt. Raja Grafindo Persada, 2012), Cetakan 

kedua, h. 3. 
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Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penulisan 

ini adalah pendekata yuridis normatif. 

Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang di 

lakukan berdasarkan bahan hukum utama seperti pendekatan 

perundang-undangan (statute approach) dilakukan dengan 

menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut 

paut dengan isu hukum yang sedang di tangani.
23

 

2. Penentuan wilayah penelitian  

 Penentuan lokasi penelitian merupakan cara baik yang 

ditempuh dengan jalan mempertimbangkan teori subtantif dan 

menjajaki lapangan mencari kekesuaian dengan kenyataan yang 

ada di lapangan, sementara itu keterbatasan waktu, biaya dan 

tenaga perlu juga dijadikan pertimbagan dalam penentuan lokasi 

penelitian. 

 Dalam melakukan penelitian sehubungan dengan objek 

yang di teliti, maka penulis memilih lokasi penelitian pada anak-

anak jalanan dan Dinas Sosial di kota Serang yang memudahkan 

penulis memperoleh informasi. 

                                                             
23

Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta:Kencana 

Prenada Media Group, 2011), Cetakan sebelas, h. 93. 
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3. Teknik pengumpulan data 

 Dalam tekhnik pengumpulan data ini guna melengkapi 

penelitian yang di laksanakan maka penulis menggunakan teknik 

penelitian : 

a. Libary Research ( penelitian kepustakaan ) 

Dalam penelitian kepustakaan ini penulis mencoba 

menelaah dan mengkaji sumber buku-buku dan bahan 

hukum atau bahan tertulis lain nya yang berkaitan dengan 

masalah yang akan penulis bahas sebagai sumber data 

skunder. 

b. Field Research ( penelitian lapangan ) 

Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data sebagai data 

primer melalui: 

Teknik Wawancara :Teknik melalui wawancara adalah 

teknik memperoleh informasi 

secara langsung melalui permintaan 

keterangan-keterangan kepada 

pihak pertama yang dipandang 

dapat memberikan keterangan atau 
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jawaban terhadap pertanyaan-

pertanyaan yang di lakukan melalui 

wawancara ini disebut responden. 

Datanya berupa jawaban-jawaban 

atau pertanyaan-pertanyaan yang 

diajukan. Untuk memperoleh 

informasi itu biasanya diajukan 

seperangkat pertanyaan atau 

pernyataan yang tersusun dalam 

suatu daftar. Dan dalam melakukan 

wawancara ini penulis melakukan 

tanya jawab kepada pihak yang 

terkait yaitu anak jalanan dan Dinas 

Sosial di Kota Serang. 

Teknik Observasi   : Metode Observasi penelitian 

melakukan pengamatan dan 

pencatatan langsung secara 

sistematis terhadap gejala atau 

fenomena yang diselidki. Dalam 
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melakukan  penelitian ini penulis 

mengamati langsung di lokasi alun-

alun, lampu merah kota serang dan 

dinas sosial. 

Teknik Dokumentasi:  Pengumpulan data melalui 

dokumentasi, diperlukan 

seperangkat alat atau instrument 

yang memandu untuk pengambilan 

data-data dokumen. Ini dilakukan, 

agar dapat menyeleksi dokumen 

mana yang dipandang dibutuhkan 

secara langsung dan mana yang 

tidak di perlukan. Data dokumen 

dapat berupa: poto, gambar, peta, 

grafik, struktur organisasi, catatan-

catatan bersejarah dan 

sebagainya.
24

 

 

                                                             
24

Mukhtar, Bimbingan Skripsi, Tesis dan Artikel Ilmiah, (Jakarta: 

Gaung Persada Press, 2010) Cetakan Ketiga, h. 89. 
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4. Teknik analisis data 

 Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara 

sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan 

lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah di 

pahami, dan temuannya dapat di informasikan kepada orang 

lain.
25

 Dalam menganalisis data, penulis mrnggunakan analisis 

data kualitatif yang bersifat deskriptif, yaitu suatu analisis data 

dimana penulis menjelaskan suatu permasalahan dengan 

menjabarkan/menggambarkan data-data yang diperoleh dari hasil 

penelitian sehingga menemukan jawaban dan menarik 

kesimpulan. 

5. Teknik Penulisan 

 Adapun tekhnik penulisan ini berpedoman pada buku 

pedoman penulisan skripsi yang di terbitkan oleh Fakultas 

Syariah UIN Sultan Maulana Hasannudin Banten 2018. 

 

 

 

                                                             
25

Sugiono, Metode Penelitian Kualitatif dan R&D, (Bandung: 

ALFABETA, 2007) Cetakan ketiga, h. 244. 
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I. Sistematika Penulisan 

 Untuk mempermudah pembahasan dan penulisan, maka 

pembahasan ini akan di susun dalam empat bab dan masing-

masing terdiri dari sub-sub bab. Dengan sistematika sebagai 

berikut: 

BAB I : PENDAHULUAN 

yang terdiri dari latar belakang, perumusan masalah, 

fokus penelitian , tujuan penelitian,  manfaat/signifikasi 

penelitian, penelitin terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, 

metode penelitian, sistematika penulisan. 

BAB II :KONDISI OBJEKTIF  

 Bab ini berisi tentang  gambaran umum kota serang, 

sejarah, visi misi, kondisi geografis, kondisi demografi Kota 

Serang. 

BAB III : TINJAUAN TEORITIS  

Berisi tentang tinjauan umum mengenai anak: pengertian 

anak, anak jalanan, macam-macamdan faktor-faktor terjadinya 

anak jalanan dan tinjauan umum mengenai perlindungan anak: 

landasan hukum perlindungan anak, asas dan tujuan perlindungan 
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anak, ham merupakan hak anak: ham dalam Islam, ham dalam 

ideologi pancasila, hak dan kewajiban anak serta kewajiban dan 

tanggung jawab negara, pemerintah, masyarakat, orang tua dan 

keluarga. 

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini terdiri atas Bagaimana penerapan pasal 59 

huruf M UU No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak  

terhadap anak jalanan di kota serang, Faktor apa yang  

mendukung dan menghambat penerapan pasal 59 huruf M UU 

No.35 tahun 2014 tentang perlindungan anak terhadap anak 

jalanan di kota serang. 

BAB V : PENUTUP 

 Merupakan bab terakhir memuat kesimpulan yang 

merupakan jawaban dari pokok permasalahan yang di angkat 

dalam penelitian ini, dan di tutup dengan saran-saran yang di 

tunjukan kepada para pihak yang di anggap berkepentingan. 

 

 

 


